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Abstract: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
memiliki peran strategis dalam mendorong
kemandirian ekonomi lokal dengan memanfaatkan
potensi desa secara optimal. Namun, dalam
praktiknya, pengelolaan BUMDes masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya
inovasi, serta kendala dalam aspek tata kelola dan
pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis strategi pengelolaan BUMDes yang
efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi
desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini berbasis kajian literatur serta analisis terhadap
berbagai model pengelolaan BUMDes yang telah
berhasil di beberapa daerah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat
dipengaruhi oleh penerapan tata kelola yang
transparan dan akuntabel, inovasi berbasis potensi
lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam
pemasaran dan operasional, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan
pemerintah dan sektor swasta. Temuan ini
memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan
pengelola BUMDes untuk memperkuat strategi bisnis
yang adaptif serta meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan usaha desa. Dengan
strategi yang tepat, BUMDes dapat menjadi motor
penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan mampu
mewujudkan desa yang lebih mandiri secara
ekonomi.
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PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi desa merupakan pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan

masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
(Ramadhan Lubis et al. 2024). Desa memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dari sektor
pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat,
potensi tersebut tidak akan mampu berkembang secara optimal. (Ekonomi 2024).Oleh karena itu,
pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen
dalam penguatan ekonomi berbasis masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu
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menjadi penggerak utama dalam mengelola sumber daya lokal, meningkatkan pendapatan
masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa).

BUMDes merupakan bentuk inovasi kebijakan ekonomi yang mengedepankan
prinsip kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal.
Sebagai lembaga usaha, BUMDes berperan dalam mengelola berbagai unit bisnis yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik desa, seperti usaha simpan pinjam, penyediaan barang dan
jasa, pengolahan hasil pertanian, pengelolaan objek wisata desa, hingga bisnis digital berbasis e-
commerce. Melalui keberadaan BUMDes, desa memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi
konsumen dalam sistem ekonomi nasional, tetapi juga bertransformasi menjadi produsen yang
mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (Jayadi 2024).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai
tantangan. Salah satu kendala utama yang sering ditemukan adalah kurangnya tata kelola yang
baik dan profesional. (Adolph 2024). Studi yang dilakukan oleh (Syahsudarmi et al., n.d.).
mengungkapkan bahwa banyak BUMDes di Indonesia belum memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga pengelolaan usaha cenderung tidak terstruktur, kurang
efisien, dan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang kuat​ . Ketiadaan SOP ini menyebabkan
BUMDes rentan terhadap praktik manajerial yang kurang transparan, yang pada akhirnya dapat
menghambat keberlanjutan usaha desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Azhari et al.
2023) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes
menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan usaha desa​ . Banyak pengelola
BUMDes yang belum memiliki keterampilan dalam bidang manajemen keuangan, pemasaran
digital, serta strategi bisnis yang adaptif. Rendahnya tingkat kapasitas SDM ini menyebabkan
sebagian besar BUMDes mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kegagalan dalam
mengembangkan usaha yang mereka kelola. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya
manusia menjadi aspek yang sangat krusial dalam membangun BUMDes yang kompetitif dan
berkelanjutan.

Dalam teori ekonomi pembangunan, pendekatan Teori Pemberdayaan Masyarakat
yang dikemukakan oleh Chambers, menekankan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak bisa
hanya bergantung pada intervensi pemerintah, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan
prinsip community-based development, di mana masyarakat desa menjadi aktor utama dalam
merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terkait usaha yang mereka
jalankan. (Boge Triatmanto , et al., 2024). Dengan demikian, BUMDes yang dikelola dengan
pendekatan partisipatif akan lebih memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi
dan lebih mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pendekatan lainnya yang relevan dalam pengelolaan BUMDes adalah Teori Tata
Kelola yang Baik (Good Governance Theory) yang dikembangkan oleh United Nations
Development Programme. (Elvia, Adnan, and Khaidir 2025). Teori ini menekankan bahwa
keberhasilan sebuah organisasi, termasuk BUMDes, sangat bergantung pada penerapan prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola.
Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, maka BUMDes tidak hanya mampu
meningkatkan pendapatan desa tetapi juga menciptakan sistem usaha yang lebih berkelanjutan
dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selain permasalahan tata kelola dan kapasitas SDM,
digitalisasi dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi tantangan tersendiri. Di era industri 4.0,
keberadaan teknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan
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efektivitas bisnis desa. Studi yang dilakukan oleh (Rizky Mulyana, et al., 2024) menunjukkan
bahwa BUMDes yang mampu memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran dan operasional usaha
cenderung memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan BUMDes yang masih
menggunakan metode konvensional​ . Oleh karena itu, transformasi digital melalui penggunaan
e-commerce, pemasaran berbasis media sosial, serta sistem keuangan berbasis digital menjadi
langkah yang penting untuk meningkatkan daya saing BUMDes dalam skala yang lebih luas.
Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek penting dalam pengelolaan BUMDes.
Penelitan- penelitian terdahulu tersebut lebih menitikberatkan pada peran BUMDes dalam
pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa, lalu menyoroti pentingnya penerapan
SOP dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes. Serta, Azhari
et menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam
menciptakan BUMDes yang berdaya saing​ .

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini lebih menyoroti strategi
pengelolaan yang mencakup aspek tata kelola, penguatan SDM, serta digitalisasi usaha sebagai
faktor kunci dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing BUMDes. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes
yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Kajian ini akan berfokus pada
identifikasi tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes serta perumusan strategi yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan efektivitas usaha, daya saing, serta keberlanjutan ekonomi desa.
Dengan memahami strategi pengelolaan yang tepat, diharapkan BUMDes dapat berfungsi sebagai
penggerak utama dalam pembangunan ekonomi desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk

memahami strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong
kemandirian ekonomi lokal. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi,
penyajian, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola-pola dalam tata kelola,
tantangan, serta strategi yang diterapkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat
memberikan wawasan yang mendalam mengenai strategi optimal dalam pengelolaan BUMDes
guna meningkatkan keberlanjutan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata Kelola BUMDes: Implementasi dan Tantangan dalam Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi Desa

Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dalam implementasinya,
BUMDes harus mampu menjalankan prinsip good governance, yang meliputi transparansi,
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam pengelolaan usaha. Prinsip ini
bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen yang profesional, mencegah konflik kepentingan,
serta memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh benar-benar kembali kepada
masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh BUMDes
dalam menerapkan sistem tata kelola yang ideal. (Pengembangan et al. 2025).

Salah satu tantangan utama adalah minimnya regulasi internal dan mekanisme kontrol
dalam operasional usaha. Banyak BUMDes yang masih mengelola keuangan dan administrasi
secara manual tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Akibatnya,
pencatatan keuangan sering kali tidak terstruktur dengan baik, yang berisiko menyebabkan
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kebocoran anggaran atau penyalahgunaan dana. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya
transparansi dalam pelaporan keuangan, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Tanpa sistem akuntansi yang jelas dan transparan,
sulit bagi pengelola maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mengukur sejauh mana kinerja
BUMDes dalam memberikan manfaat ekonomi bagi desa.

Selain permasalahan administrasi, tata kelola BUMDes juga menghadapi tantangan
dalam aspek kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Pemilihan pengelola
BUMDes yang tidak berbasis kompetensi menjadi kendala serius dalam memastikan efektivitas
manajemen usaha desa. Di beberapa desa, penunjukan pengelola masih didasarkan pada
kedekatan dengan kepala desa, bukan pada kapabilitas dan pengalaman dalam bidang usaha. Hal
ini berdampak pada rendahnya kapasitas pengelola dalam menyusun strategi bisnis, melakukan
analisis pasar, serta mengembangkan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing
usaha BUMDes. Tanpa kepemimpinan yang profesional, BUMDes cenderung berjalan stagnan
atau bahkan mengalami kegagalan dalam mengelola unit usaha yang dimilikinya.

Kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat juga menjadi faktor yang
memperburuk tata kelola BUMDes. Tidak adanya sistem evaluasi yang jelas menyebabkan
banyak BUMDes berjalan tanpa target atau indikator keberhasilan yang terukur. Beberapa
BUMDes bahkan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang terdokumentasi dengan baik,
yang pada akhirnya mempersulit proses audit dan pengawasan dari pemerintah desa maupun
lembaga terkait. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dibentuk dewan pengawas independen
yang terdiri dari unsur masyarakat, akademisi, serta pemerintah daerah guna memastikan bahwa
setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh BUMDes selaras dengan prinsip tata
kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa.

Di era digital, penerapan teknologi dalam sistem tata kelola BUMDes menjadi salah
satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha desa.
(Rohayatin et al. 2024). Sayangnya, masih banyak BUMDes yang belum memanfaatkan
teknologi digital dalam operasionalnya. Sebagian besar pencatatan transaksi masih dilakukan
secara konvensional, yang tidak hanya memperlambat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan
risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan. Oleh karena itu, digitalisasi dalam tata kelola
BUMDes perlu dioptimalkan, misalnya dengan menerapkan sistem keuangan berbasis aplikasi,
penggunaan e-commerce dalam pemasaran produk, serta pemanfaatan media sosial untuk
meningkatkan promosi usaha desa. Dengan menerapkan teknologi digital, BUMDes tidak hanya
dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat memperluas
jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat
dalam mendukung operasional BUMDes. Meskipun BUMDes dirancang sebagai lembaga usaha
berbasis komunitas, tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan usaha
masih tergolong rendah. Banyak masyarakat desa yang belum memahami secara menyeluruh
manfaat keberadaan BUMDes, sehingga tidak aktif berpartisipasi dalam mendukung produk atau
layanan yang ditawarkan. (Artikel 2024). Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi dari pihak
pengelola juga menyebabkan masyarakat kurang merasa memiliki terhadap BUMDes yang
sebenarnya dibentuk untuk kesejahteraan mereka. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif, seperti pelibatan warga dalam perencanaan
usaha, program edukasi terkait manfaat BUMDes, serta skema kepemilikan usaha berbasis
investasi masyarakat. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, BUMDes dapat tumbuh
sebagai entitas bisnis yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa.
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Selain masalah internal, tata kelola BUMDes juga sangat dipengaruhi oleh
dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam
menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha desa, termasuk kebijakan terkait
insentif fiskal, akses permodalan, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan
usaha. Tanpa regulasi yang jelas dan berpihak pada penguatan ekonomi desa, banyak BUMDes
yang kesulitan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berkembang.
Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes harus
diperkuat, baik dalam aspek pendanaan, pelatihan, maupun pendampingan teknis yang dapat
membantu meningkatkan kapasitas pengelola usaha desa.

Selain regulasi, kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi strategi yang dapat
meningkatkan keberlanjutan BUMDes. Banyak perusahaan yang memiliki program tanggung
jawab sosial (CSR) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha desa. Kerja
sama dengan sektor swasta dapat membuka peluang bagi BUMDes untuk mengakses jaringan
pasar yang lebih luas, memperoleh investasi tambahan, serta mendapatkan transfer pengetahuan
dalam manajemen usaha. Dengan adanya sinergi antara BUMDes, pemerintah, dan sektor swasta,
ekosistem usaha desa dapat berkembang secara lebih profesional dan kompetitif.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, strategi perbaikan tata kelola
BUMDes harus mencakup beberapa aspek utama. Pertama, diperlukan penerapan sistem
manajemen berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) guna meningkatkan transparansi dan
efisiensi dalam pengelolaan usaha. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan dan pendampingan bisnis menjadi langkah yang perlu diutamakan agar pengelola
BUMDes memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan unit usaha. Ketiga,
pemanfaatan teknologi digital perlu dioptimalkan untuk mendukung sistem pencatatan keuangan
yang lebih modern serta mempercepat akses pasar bagi produk-produk desa. Keempat, penguatan
mekanisme pengawasan dan evaluasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan
yang diambil dalam pengelolaan BUMDes selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Terakhir, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus terus ditingkatkan guna
menciptakan ekosistem usaha desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan dalam tata kelola, BUMDes dapat berfungsi
secara lebih optimal dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Sistem pengelolaan yang
kuat akan memastikan bahwa usaha desa tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek,
tetapi juga berkembang menjadi entitas bisnis yang berdaya saing serta memberikan manfaat
ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa. Melalui penerapan tata kelola yang baik, BUMDes
dapat menjadi lokomotif utama dalam memperkuat ekonomi pedesaan dan menciptakan
kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Penentu Keberhasilan BUMDes
Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi elemen kunci dalam

memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tanpa adanya pengelola yang memiliki kapasitas manajerial, keterampilan teknis, serta
pemahaman yang baik terhadap dinamika usaha, BUMDes akan sulit berkembang dan
berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian desa. Kualitas SDM yang rendah sering kali
menjadi penyebab utama stagnasi usaha BUMDes, karena banyak pengelola yang belum
memiliki kemampuan dalam perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran.
(Wulandari and Lestari 2024).

Kendala utama dalam aspek SDM BUMDes adalah masih minimnya program
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pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. (Meida Rachmawati 2024). Banyak pengelola yang
menjalankan usaha tanpa memiliki latar belakang manajemen atau kewirausahaan yang memadai,
sehingga berbagai keputusan strategis lebih banyak diambil berdasarkan intuisi daripada analisis
yang berbasis data. Ketidaksiapan ini mengakibatkan BUMDes sering kali mengalami kesulitan
dalam mengembangkan unit usaha yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan
dalam memahami aspek hukum dan regulasi yang berlaku juga menjadi tantangan dalam
mengelola administrasi dan keuangan secara transparan serta akuntabel.

Kualitas kepemimpinan dalam struktur organisasi BUMDes juga menjadi faktor
yang sangat menentukan keberhasilannya. Pemimpin yang visioner, memiliki keterampilan
komunikasi yang baik, serta mampu membangun jejaring dengan berbagai pihak akan lebih
mudah mengarahkan BUMDes menuju pertumbuhan yang lebih stabil. (Hintalo, Aneta, and
Tohopi 2024). Namun, dalam banyak kasus, pengelola BUMDes masih dipilih berdasarkan
kedekatan dengan pemerintah desa daripada berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Akibatnya,
pengelolaan usaha sering kali berjalan tanpa strategi yang jelas, serta kurangnya inovasi dalam
menjawab tantangan dan peluang pasar. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan,
sistem rekrutmen berbasis kompetensi perlu diterapkan agar BUMDes dapat dikelola oleh
individu yang benar-benar memiliki keahlian dalam bisnis dan manajemen usaha.

Selain aspek manajerial, penguasaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam
meningkatkan kualitas SDM BUMDes. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam
operasional usaha desa dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pencatatan transaksi,
serta memperluas akses pasar melalui strategi pemasaran berbasis digital. Sayangnya, banyak
pengelola BUMDes yang masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi karena
rendahnya literasi digital. Kurangnya pemahaman terhadap sistem keuangan berbasis aplikasi,
pemasaran digital, serta platform e-commerce membuat banyak BUMDes tertinggal dalam
persaingan usaha dengan sektor swasta lainnya. Jika tidak ada upaya peningkatan keterampilan
digital bagi pengelola, BUMDes akan semakin sulit berkembang dan kehilangan daya saing di
tengah perubahan ekonomi yang semakin dinamis.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM
dalam pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa dapat berperan dalam menyediakan akses
terhadap pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola, baik melalui kerja sama dengan
perguruan tinggi, lembaga pelatihan, maupun sektor swasta. Selain itu, pendampingan dari
akademisi dan praktisi bisnis juga dapat membantu meningkatkan pemahaman pengelola dalam
menyusun perencanaan usaha yang lebih sistematis serta menerapkan praktik tata kelola yang
lebih profesional.

Tidak hanya dari sisi pelatihan, keterlibatan masyarakat dalam mendukung
operasional BUMDes juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM. Dengan
adanya partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai pelanggan, mitra usaha, maupun investor lokal,
pengelola BUMDes akan lebih terdorong untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka
dalam mengelola usaha. Selain itu, keterbukaan informasi dan transparansi dalam operasional
BUMDes juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap
keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya berdampak
pada peningkatan efektivitas operasional usaha desa, tetapi juga memperkuat daya saing
BUMDes dalam skala yang lebih luas. Dengan SDM yang kompeten, BUMDes dapat
mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, memperluas jaringan kerja sama, serta
menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena
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itu, investasi dalam peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam strategi
pengelolaan BUMDes agar dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif dalam membangun
kemandirian ekonomi desa.

Pemanfaatan Digitalisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes
Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam meningkatkan efektivitas
dan daya saing usaha desa. (Hadi 2024). Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses bisnis,
tetapi juga memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi, memperluas akses pemasaran,
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks
yang lebih luas, transformasi digital juga membuka peluang bagi BUMDes untuk
mengembangkan inovasi layanan yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
desa.

Salah satu aspek digitalisasi yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan BUMDes
adalah penerapan sistem keuangan berbasis teknologi. Banyak BUMDes masih mengandalkan
pencatatan manual dalam operasional keuangannya, yang sering kali menyebabkan
ketidaktepatan dalam perhitungan serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Dengan menggunakan aplikasi keuangan berbasis digital, pengelola BUMDes dapat mencatat
transaksi secara real-time, menghindari potensi kecurangan, serta memudahkan proses audit.
Sistem ini juga memungkinkan pemerintah desa serta masyarakat mengakses laporan keuangan
BUMDes secara lebih transparan, sehingga kepercayaan terhadap pengelolaan usaha desa dapat
meningkat.

Pada aspek pemasaran, digitalisasi juga berperan dalam optimalisasi distribusi
produk BUMDes. Kendala utama yang sering dihadapi BUMDes adalah terbatasnya akses pasar
bagi produk unggulan desa. Melalui pemanfaatan teknologi digital, BUMDes dapat memperluas
jangkauan pemasaran melalui berbagai platform e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, serta
marketplace lokal yang mendukung produk usaha desa. Media sosial juga menjadi alat efektif
dalam membangun citra usaha dan meningkatkan visibilitas produk kepada konsumen yang lebih
luas. Strategi pemasaran digital ini memungkinkan produk unggulan desa dikenal oleh
masyarakat di berbagai wilayah, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional hingga
internasional.

Penerapan teknologi tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga dapat
diterapkan dalam pengelolaan layanan berbasis komunitas. (Idrus et al. 2025). BUMDes yang
bergerak di bidang penyediaan jasa, seperti pengelolaan air bersih desa, simpan pinjam,
transportasi desa, atau penyewaan alat pertanian, dapat memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi
untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dengan sistem berbasis aplikasi, masyarakat dapat
mengakses layanan BUMDes dengan lebih mudah, melakukan pembayaran secara digital, serta
mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai biaya dan prosedur layanan. Digitalisasi
ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu pengelola dalam
mengelola operasional usaha secara lebih efisien. Meskipun digitalisasi memberikan berbagai
manfaat bagi pengelolaan BUMDes, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah
satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengelola BUMDes dan
masyarakat desa. Banyak pengelola yang belum terbiasa menggunakan sistem digital dalam
operasional usaha, sehingga masih bergantung pada metode konvensional yang kurang efisien.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang belum
merata di beberapa daerah, yang menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi berbasis digital
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secara optimal.
Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan

pelatihan dan pendampingan digital bagi pengelola BUMDes. Pelatihan dapat difokuskan pada
pengenalan teknologi keuangan digital, strategi pemasaran daring, serta pemanfaatan platform e-
commerce dalam pengembangan usaha desa. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama
dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan digital, serta sektor swasta yang memiliki
pengalaman dalam penerapan teknologi digital dalam bisnis. Pemerintah juga perlu memberikan
dukungan dalam bentuk penguatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan akses internet yang
lebih luas serta subsidi teknologi bagi BUMDes yang baru mengadopsi sistem digital.

Selain melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur, penggunaan sistem
pembayaran digital juga perlu diperluas dalam transaksi keuangan BUMDes. Sistem pembayaran
berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dapat digunakan untuk memudahkan
transaksi keuangan antara BUMDes dan masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada
transaksi tunai yang sering kali lebih sulit ditelusuri dan dicatat. Dengan adanya sistem
pembayaran digital, transaksi menjadi lebih transparan, aman, serta dapat dipantau secara lebih
akurat oleh pengelola BUMDes maupun pihak terkait.

Penerapan digitalisasi yang optimal akan meningkatkan efektivitas pengelolaan
usaha, mempercepat proses bisnis, serta memperluas jangkauan pasar dengan lebih efisien.
Digitalisasi bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga
strategi dalam memperkuat daya saing usaha desa dalam menghadapi persaingan ekonomi yang
semakin kompetitif. Oleh karena itu, percepatan adopsi teknologi digital dalam pengelolaan
BUMDes harus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pembangunan ekonomi
desa yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif memegang peranan

penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Berbagai strategi diperlukan untuk
memastikan BUMDes dapat berkembang secara optimal, mulai dari penerapan tata kelola yang
baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan digitalisasi, hingga penguatan
kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Setiap aspek ini saling berkaitan dan menjadi
faktor utama dalam memastikan keberlanjutan usaha desa di tengah dinamika ekonomi yang
semakin kompetitif.

Penerapan tata kelola berbasis good governance menjadi landasan utama dalam
memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan usaha desa. Keberadaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat sangat
diperlukan agar setiap keputusan dalam pengelolaan BUMDes dapat diambil secara profesional
dan bertanggung jawab. Tanpa adanya sistem tata kelola yang baik, BUMDes berisiko
mengalami stagnasi bahkan kegagalan akibat lemahnya sistem pengelolaan keuangan dan
administrasi.

Selain aspek tata kelola, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci yang
menentukan keberhasilan BUMDes. Pengelola yang memiliki kompetensi dalam manajemen
usaha, strategi pemasaran, serta pengelolaan keuangan akan mampu mengarahkan BUMDes ke
arah yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pelatihan dan
pendampingan yang berkelanjutan perlu diterapkan guna meningkatkan kapasitas pengelola
dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam
mendukung BUMDes juga perlu diperkuat agar usaha yang dijalankan dapat memberikan
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manfaat ekonomi yang lebih luas bagi desa.
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penentu dalam

meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Digitalisasi dalam sistem pencatatan keuangan,
pemasaran produk, serta layanan berbasis aplikasi memungkinkan BUMDes untuk beroperasi
lebih efisien dan transparan. Penggunaan platform e-commerce dan media sosial menjadi langkah
strategis dalam memperluas akses pasar bagi produk desa, sehingga BUMDes tidak hanya
bergantung pada pemasaran konvensional yang terbatas jangkauannya. Meski demikian,
tantangan dalam literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala yang perlu
diatasi dengan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta.

Keberlanjutan BUMDes juga sangat bergantung pada sinergi dengan berbagai pihak,
termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta komunitas lokal. Kerja sama dengan berbagai
pemangku kepentingan dapat memperkuat akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha,
serta memperluas jaringan pemasaran. Dengan adanya kolaborasi yang baik, BUMDes dapat
berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih profesional dan mampu bersaing dalam skala yang
lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada satu faktor,
tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai elemen strategis yang saling mendukung. Tata
kelola yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, digitalisasi yang optimal, serta dukungan
dari berbagai pihak menjadi faktor utama dalam memastikan BUMDes dapat berkembang secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam setiap aspek pengelolaan harus terus
dilakukan agar BUMDes dapat benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa
yang mandiri dan berdaya saing.
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